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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Rumah tangga yang bahagia dan sejahtera merupakan dambaan 

setiap orang yang sudah menikah, didalam rumah tangga yang harmonis akan 

terjalin komunikasi dan saling pengertian, antara suami, istri dan anak dapat 

saling menghargai dan menghormati perannya masing-masing. Dalam 

program Pemerintah keluarga yang ideal adalah keluarga yang terdiri dari 

suami istri dan 2 (dua) anak, sebagaimana yang telah dicanangkan dalam 

Program Keluarga Berencana. 

Kebahagiaan dalam keluarga tidak sepenuhnya tergantung dari 

jumlah materi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa materi juga 

penting didalam menjalani kehidupan di dunia.Bahagia dalam rumah tangga 

yang sebenarnya yaitu bagaimana antara suami istri dan anak dapat 

menghormati dan dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki 

oleh anggota keluarga. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan 

bahagia tidak semudah membalik telapak tangan, berbagai ujian dan cobaan 

pasti akan diberikan pada pasangan suami istri dan anak. 

Ujian dan cobaan yang diberikan pada suami istri dan anak pada 

umumnya adalah adanya permasalahan didalam rumah tangga.Bagi pasangan 

suami istri yang rumah tangganya baru dalam masalah ada yang dapat 

menyelesaikannya dengan musyawarah tanpa harus ada kekerasan, namun 
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tidak menutup kemungkinan dengan adanyan masalah dalam rumah tangga 

terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur Pasal 1 angka 

1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU PKDRT) adalah :  

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. 

 

KDRT dapat dilakukan oleh suami terhadap istri dan anaknya, atau 

KDRT dapat dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya, atau pasangan 

suami istri melakukan KDRT terhadap asisten rumah tangga 

(pembantu).Terkadang masalah kecil dapat memicu KDRT, pada dasarnya 

KDRT dapat terjadi pada rumah tangga siapa saja, karena masing-masing 

mempertahankan ego sehingga salah satu terpicu emosi dan tidak dapat 

mengontrol emosinya sehingga terjadi  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

namun yang sering terjadi adalah KDRT yang dilakukan suami terhadap 

istrinya. 

Komisi Nasional Anti Kekerasaan terhadap Perempuan (Komnas 

Perempuan) mencatat, sepanjang tahun 2017 kasus KDRT yang diadukan 

sekitar 300.000 kasus. Sementara Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi 

Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mencatat, dari total 648 
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pengaduan ada 308 kasus KDRT yang 47,53% lebih tinggi dari kasus 

lainnya.1 

Menurut Rusman Heriawan fakta di lapangan jumlah KDRT lebih 

memprihatinkan, kejadian KDRT yang tidak dilaporkan jumlahnya dapat 

melebihi yang dilaporkan, hal ini dikarenakan KDRT yang dilakukan oleh 

suami dianggap sebagai  aib keluarga jika istri melaporkan kasus KDRT ke 

pihak Kepolisian. Istri korban KDRT pada umumnya lebih memilih diam dan 

memendam sendiri masalah kekerasan yang dialaminya, karena takut bila ia 

bicara dan meminta dukungan kepada orang lain diancam oleh suami.2 

Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk ke Polres 

Kudus dan ditangani oleh Unit PPA tahun 2016 sampai 2018 mengalami 

peningkatan, sebagaimana tertulis dalam tabel dibawah ini : 

Tabel Data Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

yang Ditangani Unit PPA Polres Kudus 

No Tahun Laporan Masuk 
Penyelesaian 

Non Litigasi 

Penyelesaian 

Litigasi (P21) 

1 2016 15 13 2 

2 2017 20 18 2 

3 2018 17 13 4 

Sumber :Data Unit PPA Polres Kudus (diolah) 

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui 

bahwa KDRT untuk tahun 2016 laporan yang masuk ada 15 kasus yang dapat 

diselesaikan dengan mediasi ada 13 kasus dan 2 (dua) kasus diselesaikan di 

Pengadilan Negeri Kudus. KDRT tahun 2017 ada peningkatan apabila 

                                                           
1 Riani Sanusi Putri, “Komnas Perempuan: KDRT Jadi Kasus Terbanyak pada Perempuan”, 

https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyak-pada-
perempuan, 13 November 2018. 
2 Rusman Heriawan, Fenomena Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak,  Badan Pusat 

Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, hlm. 1. 

https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyak-pada-perempuan
https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyak-pada-perempuan
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dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu ada 20 kasus yang masuk, 18 kasus 

dapat diselesaikan dengan mediasi dan 2 kasus diselesaikan melalui 

Persidangan di Pengadilan Negeri Kudus, sedangkan untuk tahun 2018 ada 

penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu ada 17 kasus yang 

masuk ke Unit PPA Polres Kudus, dari 17 kasus yang dapat diselesaikan 

dengan mediasi ada 13 kasus dan 4 kasus diselesaikan di Pengadilan Negeri 

Kudus. 

Dalam prasurvey yang dilakukan oleh penulis, faktor  pemicu 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang umum terjadi menurut Kanit PPA 

Polres Kudus, khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya pada 

umumnya adalah adanya wanita lain yang dilakukan oleh suami dan diketahui 

oleh istrinya dan faktor ekonomi. Adanya pertengkaran antara suami dan istri 

yang terus menerus dan tidak ada yang mengalah sehingga terjadi KDRT.3 

Penyelesaian tindak pidana dalam praktinya dapat diselesaikan 

dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu dengan menggunakan proses 

litigasi dalam proses non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian perkara 

melalui persidangan yang dapat menimbulkan beberapa masalah baru karena 

prinsip win-lose yang dianut menimbulkan ketidakpuasan salah satu pihak. 

Seiring berjalannya waktu, perkembangan hukum pidana dimungkinkan 

penyelesaian dengan prosesnon litigasi yaitu penyelesaian perkara di luar 

pengadilan. Menurut Barda Nawawi Arief, penyelesaian perkara secara non 

                                                           
3 IPTU Juminah, wawancara pribadi, Prasurvey di Unit PPA Polres Kudus, tanggal 26 November 

2018 
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litigasi mengenal mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan.4 

Mediasi penal dapat dilakukan pada saat perkara masih dalam 

penyidikan pihak Polisi yang mengupayakan penyelesaian dengan mediasi 

penal dan Polisi sebagai mediatornya. Dalam Pasal 18 angka 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, disebutkan bahwa, “untuk kepentingan umum  dan masyarakat, 

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan  fungsi,  

tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, 

berdasarkan Pasal 18 ayat (1) tersebut penyidik dapat menilai apakah perkara 

tersebut harus diselesaikan lewat Lembaga Peradilan atau dengan cara 

mediasi.5 

Mediasi penal merupakan Alternatif penyelesaia perkara pidana di 

luar pengadilan atau non penal. Penyelesaian perkara pidana dengan cara 

penal  diakhiri dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh hakim, 

penjatuhan pidana inilah terkadang tidak memuaskan. Oleh sebab itu, 

pemikiran penyelesaian perkara pidana yang dapat memuaskan semua pihak 

dan yang paling penting dapat diterima oleh para pihak yang sedang 

berkonflik, penyelesaian tersebut yaitu melalui mediasi penal dengan maksud  

menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban dengan cara 

kekeluargaan (mediasi penal). 

                                                           
4Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Pustaka 

Magister, Semarang, 2008, hlm. 4. 
5 Purwanto, Implementasi Penegakan Hukum Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak 

Pidana Ringan Oleh Penyidik Melalui Mediasi Penal, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung. 

Semarang, 2016, hlm. 3. 
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Mediasi Penal telah direkomendasikan dalam dokumen-dokumen 

Perserikatan Bangsa-Bangsa,  diantaranya untuk  perkara-perkara pidana yang 

mengandung unsur  fraud  dan  white-collar crime  atau apabila terdakwanya 

korporasi (A/CO NF.169/6) dan restorative justice  (A/CONF.187/8). 

Demikianhalnya dalam ”International Penal Reform Confe-rence”, salah 

satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana ialah perlunya 

memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau  mekanisme 

informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar 

hak asasi manusia.6 

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada umumnya 

melibatkan suami istri, namun  yang sdering menjadi korban adakah istri dan 

pelakunya suaminya sendiri. Oleh karena itu, alangkah baiknya dalam 

menyelesaikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan 

cara-cara yang lebih bijak, seperti dengan cara mediasi penal atau 

penyelesaian dengan non litigasi (penyelesaian diluar pengadilan), karena 

antara suami dan istri akan bertemu setiap hari, dan untuk menyelamatkan 

rumah tangga yang sudah lama dibina bersama.   

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian skrip dengan judul 

“PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM 

RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS”. 

 

                                                           
6 Muhammad Khoirurroziqin,  Menakar Keadilan Melalui Penyelesaian Sengketa Pidana Di 

Luar Pengadilan, diakses dari http://blog.pantaukuhap.id/menakar-keadilan-melalui-
penyelesaian-sengketa-pidana-di-luar-pengadilan/, tanggal 28 Februari 2019, jam 20.05 WIB. 

http://blog.pantaukuhap.id/menakar-keadilan-melalui-penyelesaian-sengketa-pidana-di-luar-pengadilan/
http://blog.pantaukuhap.id/menakar-keadilan-melalui-penyelesaian-sengketa-pidana-di-luar-pengadilan/
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus 

lebih banyak diselesaikan secara mediasi penal dari pada secara litigasi? 

2. Bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana KDRT melalui 

mediasi penal dan kepentingan apakah yang hendak dilindungi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Permasalahan yang diteliti, maka tujuan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui alasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di 

Polres Kudus lebih banyak diselesaikan secara mediasi penal atau secara 

litigasi. 

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus tindak pidana KDRT melalui 

mediasi penal dan kepentingan yang hendak dilindungi. 

D. Kegunaan Penelitian 

Ada 2 (dua) kegunaan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis.  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum 

Pidana pada umumnya dan khususnya mengenai alasan tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus lebih banyak diselesaikan 

secara mediasi penal daripada secara litigasidan proses penyelesaian 
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perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi 

penal. 

2. Kegunaan Praktis.  

Hasil penelitian ini diharapkan mempu memberikan masukan dan 

informasi bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat 

mengenai alasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres 

Kudus lebih banyak diselesaikan secara mediasi penal dari pada secara 

litigasi dan proses alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga melalui mediasi penal. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) 

BAB, masing-masing Bab akan membehas sebagai berikut : 

BAB I tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Tinjauan 

Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur 

Tindak Pidana, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 

Penegakan Hukum Pidana, Subsistem Peradilan Pidana, Tinjauan Umum 

Tentang Mediasi Penal, Tinjauan Umum Litigasi dan Non Litigasi, Litigasi 

dan Non Litigasi 

BAB III tentang Metode Penelitian yang menguraikan metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode 
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pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian  data dan metode 

analisa data. 

BAB IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan 

tentang alasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus 

lebih banyak diselesaikan secara mediasi penal daripada secara litigasi dan 

proses penyelesaian kasus tindak pidana KDRT melalui mediasi penal dan 

kepentingan apakah yang hendak dilindungi 

Bab V  Penutup, dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran 

Daftar Pustaka  

Lampiran-lampiran 

 

 


